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Abstract: This study aims to determine the effect of capital expenditures and e-

government implementation on the financial performance of local governments. 

The population in this study is the local government in South Sumatra and Bangka 

Belitung, with the sampling technique using purposive sampling and observation 

time for 3 years, which produces 45 observational data. This type of research is 

quantitative research. The data analysis technique in this study used panel data 

regression with a random effect model (REM) approach. Based on the results of 

data analysis, it is known that capital expenditure partially has no effect on 

financial performance as measured by the independence ratio. Implementation of 

e-government has a positive effect and significant impact on financial 

performance. Then capital expenditures and the implementation of e-government 

simultaneously have a significant positive effect on financial performance 

 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja modal dan 

implementasi e-government terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Sumatera Selatan dan 

Bangka Belitung, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan 

pengambilan sampel purposive dan waktu pengamatan selama 3 tahun, yang 

menghasilkan 45 data observasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data 

panel dengan pendekatan random effect model (REM). Berdasarkan hasil 

analisis data, diketahui bahwa belanja modal secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio independensi. Pelaksanaan 

e-government berpengaruh positif dan berdampak signifikan terhadap kinerja 

keuangan. Kemudian belanja modal dan pelaksanaan e-government secara 

bersamaan berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan 
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PENDAHULUAN 

Diberlakukannya otonomi daerah membawa imbas bagi pemerintah daerah untuk siap 

menerima tanggung jawab yang dilimpahkan oleh pusat untuk kemudian dikelola menjadi 

urusan rumah tangganya sendiri (Akbar & Maraini, 2021). Pemerintah daerah diharapkan 

mampu dalam mengembangkan daerahnya secara luas, bertanggung jawab serta dapat 

memberdayakan masyarakatnya dengan melihat berbagai potensi yang dimiliki daerah tersebut. 

Hal ini dikarenakan pemerintah daerah merupakan pihak yang memiliki peran strategis karena 

bersinggungan langsung dengan masyarakatnya, sehingga lebih memahami struktur ekonomi 

daerah, demografi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerahnya.Otonomi daerah juga 

menuntut pemerintah daerah agar memiliki kemandirian, sehingga dapat mengurangi 

ketergantungan terhadap pemerintah pusat, karena ketergantungan membuat pemerintah 

daerah kehilangan kebijaksanaan lokal dalam membuat keputusan penting (Subagyo et al., 

2021). Mencapai kemandirian juga merupakan salah satu barometer dalam mengukur kinerja 

pemerintah baik secara kuantitatif dalam kinerja keuangan maupun kualitatif dalam 

kesejahteraan rakyat di daerahnya (Silitonga et al., 2021). Desakan memiliki kinerja yang lebih 

baik sering ditujukan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan keuangan 

daerah/kemandiriannya (Purba & Mimba, 2019). Sehingga upaya-upaya dalam meningkatkan 

kemandirian daerah sebagai bagian dari kinerja keuangan dirasa perlu untuk diperhatikan 

dengan serius oleh pemerintah daerah saat ini. Normalita & Mahmud (2017) serta Ruliana 

(2015) menyatakan bahwa usaha dalam meningkatkan pendapatan asli daerah terbukti 

mempengaruhi tingkat kemandirian daerah. 

Namun sayangnya kondisi PAD di pemerintah daerah belum sesuai dengan yang 

diharapkan. Berdasarkan data realisasi APBD Tahun 2020 yang dirilis oleh DJPK Kemenkeu per 8 

September 2021 memperlihatkan bahwa rata-rata andil yang diberikan oleh pendapatan asli 

daerah terhadap total pendapatan masih tergolong minim, hanya berkisar 23,67 persen, turun 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 

 

Tabel 1. Persentase PAD Tahun 2018-2020 

Tahun Pendapatan Daerah PAD % 
2018 1.110.964.488.871.000 272.981.058.902.005 24,57 
2019 1.198.407.263.749.370 293.659.554.462.927 24,50 
2020 1.115.490.968.926.317 264.065.968.926.317 23,67 

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2021 (diolah) 
 

Hasil tersebut menunjukkan pula bahwa nyatanya sampai saat ini sebagian besar 

pemerintah daerah dapat dikatakan masih belum mandiri dan sangat bergantung dengan 

bantuan pusat. Hal ini perlu menjadi perhatian serius untuk dicari solusi dalam meningkatkan 

penerimaan daerah sebagai bagian penting dari tingkat kemandirian. 

Kondisi tersebut dialami juga oleh semua pemerintah daerah di Bangka Belitung, ini 

ditunjukkan oleh tingkat kapasitas fiskal yang sangat rendah berdasarkan PMK Nomor 

116/PMK.07/2021. Kapasitas fiskal yang rendah berarti kemampuan keuangan dalam 

memperoleh penerimaan daerah sangat kecil. Padahal tujuan dimekarkannya wilayah Bangka 

Belitung dari Sumatera Selatan adalah agar wilayah tersebut dapat secara mandiri mengelola 

keuangannya dengan memperhatikan sumber daya daerah yang dimiliki dengan tujuan untuk 

menyejahterakan masyarakatnya. Namun hal berbeda ditunjukkan oleh Sumatera Selatan yang 

dulu merupakan wilayah induk dari Bangka Belitung yang termasuk dalam provinsi dengan 

pendapatan daerah terbesar di Indonesia (money.kompas.com, 2022). 
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Belanja modal dapat menjadi solusi permasalahan tersebut. Astiti & Mimba (2016) 

menyebutkan bahwa penerimaan daerah dapat ditingkatkan melalui peran dari belanja modal 

karena dapat membantu pemerintah daerah mendapatkan sumber keuangan yang berasal dari 

kekhususan daerah tersebut sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja 

pemerintah daerah. Tidak berbeda jauh, Akbar & Maraini (2021) serta Malau et al (2019) 

menyatakan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menaikkan pendapatan asli daerah yang 

merupakan komponen dasar dalam tingkat kemandirian dapat ditempuh dengan 

mengalokasikan atau merealisasikan belanja modal dengan tujuan untuk meningkatkan 

infrastruktur di daerahnya terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, transportasi, 

kemajuan pariwisata dan juga kemajuan perekonomian setempat sehingga masyarakat dapat 

menikmati manfaat pembangunan daerah. 

Belanja modal merupakan suatu pengeluaran yang bertujuan mendapatkan aset tetap yang 

memiliki umur manfaat lebih dari setahun yang ditujukan dalam memberikan pelayanan publik. 

Sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai ditambah dengan pelayanan yang baik 

dalam melayani masyarakat akan meningkatkan rasa kepercayaan sehingga barang/jasa yang 

ditawarkan oleh pemerintah akan menjadi pilihan utama. Mardiasmo (dalam Yuliani, 2019) 

mengungkapkan bahwa dengan meningkatnya pelayanan publik yang diberikan pada akhirnya 

akan memberikan dampak pada meningkatnya partisipasi publik yang dapat dilihat dari adanya 

kenaikan pada penerimaan daerah. Astiti & Mimba (2016) mengemukakan hal yang serupa 

bahwa peran dari belanja modal dapat membuat penerimaan daerah meningkat dan secara 

langsung mempengaruhi tingkat kinerja pemerintah daerah. 

 Pirade et al (2018) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pengeluaran 

pembangunan berpengaruh signifikan dan berdampak positif terhadap pendapatan, dengan kata 

lain pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung meningkatnya penerimaan 

daerah.Maka sudah saatnya pemerintah daerah dalam menentukan prioritas penggunaan belanja 

modal dengan memperhatikan kegiatan mana saja yang dapat membantu dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah sebagai faktor penting dalam kinerja keuangan yang diukur dari tingkat 

kemandirian. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Fasoranti (2012) bahwa 

pemerintah daerah perlu memberikan alokasi belanja daerah (belanja modal) yang lebih besar 

serta menjadi prioritas utama untuk sektor-sektor produktif. Dari uraian tersebut dengan 

didukung oleh penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut: 

 

H1: Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah 

 

Selain membangun infrastruktur dasar dalam pelayanan publik, saat ini pemerintah 

daerah juga perlu memperhatikan dalam membangun serta mengembangkan penerapan 

teknologi beserta infrastruktur pendukungnya. Okolo et al (2018) menyatakan bahwa salah satu 

pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah kemajuan teknologi. Seperti yang 

terlihat dan dirasakan bahwa saat ini kehidupan manusia sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari 

yang namanya teknologi. Kemajuan tekonologi telah membawa dampak besar bagi kehidupan 

manusia, berbagai proses pekerjaan yang semula dilakukan manual telah bertransformasi 

menjadi proses yang lebih mudah dan efisien bahkan sudah dapat dilakukan proses otomatisasi. 

Sektor pemerintahan pun tidak ketinggalan, Benjamin & Potts (2018) menjelaskan bahwa 

terdapat gerakan yang laur biasa secara global dalam menghadirkan layanan digital dalam 

pemerintahan. Sehingga lahirlah istilah e-government sebagai akibat dari penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam layanan pemerintahan. Sutopo et al (2017) menjelaskan bahwa 
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e-government memberikan keterbukaan publik, keefektifan layanan dan mampu 

memberdayakan masyarakat di pedesaan dan wilayah terpencil. 

 E-Government umumnya dikonsep sebagai penggunaan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (ICTs) oleh pemerintah yang dikombinasikan dengan perubahan organisasi untuk 

meningkatkan struktur dan operasi pemerintahan (Twizeyimana & Andersson, 2019). E-

government memiliki potensi besar dalam mendapatkan efisiensi melalui penyederhanaan dan 

otomatisasi pengiriman layanan (Manoharan & Ingrams, 2018). Salah satu manfaat yang didapat 

dari diterapkannya e-government adalah dapat meningkatkan pendapatan daerah (Zulhakim, 

2012; Indrajit, 2016; Indrayani, 2020). Hal ini dikarenakan mampu memberikan partisipasi aktif 

dari masyarakat, mampu menjangkau masyarakat dan daerah yang lebih luas serta mampu 

menekan kecurangan dalam transaksi. Hal ini seusai dengan yang disampaikan oleh Kochanova 

et al (2019) bahwa elektronifikasi pada layanan pemerintah seperti pada layanan perpajakan 

harus mampu mengurangi biaya pada pengguna baik individu maupun bisnis, adanya kepatuhan 

pada peraturan dan juga meningkatkan pendapatan pajak. Peningkatan pendapatan daerah tentu 

sangat diharapkan oleh seluruh pemerintah daerah karena merupakan faktor penting dari 

kinerja keuangan atau yang dalam hal ini adalah kemandirian daerah. Sutopo et al (2017) bahkan 

sampai menyebutkan bahwa proses meningkatnya kinerja pemerintah dapat disebabkan oleh 

faktor adanya penerapan dari e-government. 

Peningkatan PAD tentu menjadi suatu hal yang sangat diharapkan oleh pemerintah daerah, 

terlebih lagi dalam upaya mencapai kemandirian daerah yang merupakan ukuran kinerja 

keuangan. Oleh karenanya, saat ini e-government telah menjadi suatu keharusan yang perlu 

disediakan oleh instansi pemerintah (pusat dan daerah) terlebih dengan ditetapkannya Perpres 

No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dari beberapa uraian di 

atas dan penelitian terdahulu, maka dapat dibuatkan rumusan hipotesis sebagai berikut: 

 

H2: E-Government berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah 

 

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk melihat bagaimana upaya dari pemerintah 

daerah di wilayah Bangka Belitung untuk menggunakan belanja modalnya dan juga 

perkembangan e-government yang ada, dan juga disandingkan dengan keadaan yang terjadi di 

wilayah Sumatera Selatan sebagai bekas daerah induk dari Bangka Belitung. Penelitian terdahulu 

banyak yang tidak memperhatikan time lag atas pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel 

lainnya, selain itu banyak juga dari penelitian sebelumnya yang menggunakan total belanja 

modal sebagai perhitungan. Namun hal itu dirasa kurang tepat karena bagaimanapun tidak 

semua belanja modal yang dapat membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja 

keuangannya dan terutama dalam meningkatkan PAD. Ada beberapa belanja modal yang 

memang hanya digunakan untuk operasional pemerintahan dan ada beberapa belanja modal 

yang memang ditujukan untuk meningkatkan PAD dan perekonomian masyarakat. Oleh 

karenanya pada penelitian ini mencoba menerapkan time lag (t-1) pada variabel belanja modal 

dan e-government untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja keuangan di tahun berikutnya 

dan juga menggunakan belanja modal kegiatan publik saja sebagai ukuran dari belanja modal itu 

sendiri, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang optimal berdasarkan data 

yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai 

faktor-faktor apa saja yang dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan, khususnya 

dalam membantu daerah mencapai kemandirian. 
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METODDE 

Desain penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah dengan pendekatan metode 

kuantitatif verifikatif. Kuantitatif dapat dimaknai sebagai penelitian yang dalam proses 

penelitiannya terdiri dari proses pengumpulan, analisis hingga pelaporan dengan 

menitikberatkan pada penggunaan angka. Sedangkan maksud dari verifikatif adalah penelitian 

ini dimaksudkan untuk menguji suatu teori yang telah ada maupun penelitian sebelumnya 

dengan melihat suatu hubungan/pengaruh secara sistematis dari variabel independen terhadap 

variabel dependen yang dirumuskan dalam suatu hipotesis. 

 Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yang diambil 

dari beberapa laporan seperti Laporan Realisasi APBD, Hasil Evaluasi SPBE dan Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP). Data dan laporan tersebut diperoleh peneliti dari berbagai instansi 

pemerintah yang bertanggung jawab dalam menghimpun data-data tersebut, yaitu: Kementerian 

Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB), 

serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) 

 Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan software Eviews. 

Pertama adalah statistik deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan model regresi, 

dilanjutkan uji asumsi klasik (normalitas, autokorelasi, multikolinearitas serta 

heteroskedastisitas). Setelah itu dilakukan uji hipotesis yang memenuhi syarat uji koefisien 

determinasi, uji F dan uji t. Berdasarkan uraian diatas dan juga dengan memperhatikan time lag 

(t-1) untuk variabel belanja modal dan e-government, maka dapat dibuatkan model rumus 

perhitungan regresi untuk pengujian hipotesis 1dan 2 sebagai berikut: 

 
K_Keuit = α + β1 BM it-1 + β2 E_Gov it-1 + e.................................................................................................................... 1 
 
Keterangan: 
K_Keuit  :  Kinerja Keuangan (rasio kemandirian) pemda i tahun t 
α  :  Konstanta 
β1,2  :  Koefisien regresi 
BM it-1  :  Belanja Modal pemda i pada tahun t-1 
E_Gov it-1  :  E-Government (Indeks SPBE pemda i pada tahun t-1) 
e  :  Tingkat kesalahan penduga dalam model ini 
 

Pemerintah daerah di wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dijadikan populasi 

dalam penelitian ini yang berjumlah 26 pemda dengan digunakan rentang waktu selama tiga 

tahun, yaitu tahun 2019-2021. Pada penelitian ini, digunakan teknik purposive sampling dalam 

membantu peneliti untuk mengambil sampel dengan beberapa kriteria sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Kriteria Sampel Penelitian 

No Keterangan Jumlah 

1 Populasi yang digunakan adalah seluruh pemda di Sumatera Selatan 
dan Kepulauan Bangka Belitung 

26 pemda 

2 Pemda yang lampiran 1.3 Perda Pertanggungjawaban tidak bisa 
didapatkan 

(11 pemda) 

3 Sehingga sampel yang digunakan adalah 15 sampel 

4 Rentang waktu 3 tahun 

5 Data yang diobservasi 45 data 
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Pengukuran Variabel 

 Pada penelitian ini kinerja keuangan adalah variabel dependen (Y) yang diukur 

menggunakan rasio kemandirian berdasarkan data hasil realisasi APBD DJPK Kemenkeu, 

sedangkan variabel independennya adalah Belanja Modal (X1) yang diukur dengan 

menggunakan rasio belanja modal publik, E-Government (X2) yang diukur dengan Indeks SPBE. 

Adapun rumus pengukuran dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

 

- Rasio Kemandirian: (total PAD)/ (total pendapatan daerah) x100.…………………………………. 2 

- Rasio belanja modal publik: (Belanja Modal Kegiatan Publik)/(Total Belanja Modal) x100.. 3 

- E-Government: Indeks SPBE………………………………………………………………………………………….. 4 

 

TEMUAN DAN DISKUSI 

Statistik Deskriptif 

 Berdasarkan olah data dengan bantuan aplikasi Eviews didapatkan hasil untuk statistik 

deskriptif sebagai berikut: 

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 BM EGOV TKD 

 Mean 65.72956 2.344889 13.57689 
 Median 65.82000 2.310000 10.64000 
 Maximum 83.28000 3.220000 42.84000 
 Minimum 39.61000 1.350000 3.450000 
 Std. Dev. 9.306135 0.550213 9.096061 
 Observations 45 45 45 

Sumber: Hasil olah data Eviews, 2022 
Berdasarkan tabel rata-rata belanja modal untuk tujuan publik adalah sebesar 65,73 dan 

diartikan bahwa pemerintah daerah yang dijadikan sampel pada penelitian ini telah 

mengalokasikan dan merealisasikan belanja modalnya lebih dari 50% dari total belanja modal 

yang ada untuk tujuan kepentingan publik. Sedangkan nilai maksimum belanja modal adalah 

83,28 yang merupakan realisasi belanja modal dari Kabupaten Musi Rawas tahun 2018 yang 

sedang berfokus pada perbaikan jalan. Nilai indeks SPBE adalah 2,34 tidak jauh berbeda dengan 

Indeks SPBE secara nasional yaitu 2,29 di tahun 2021. Nilai tersebut apabila diinterpretasikan 

berdasarkan Permenpanrb No 5 Tahun 2018 berada pada predikat cukup. Kinerja keuangan 

yang diukur dengan rasio kemandirian mendapatkan hasil rata-rata adalah 13,57. Nilai tersebut 

jika diinterpretasikan berdasarkan pola hubungan situasional otonomi daerah seperti yang 

dipaparkan oleh Patarai (2018) berada pada tingkat instruktif yang memiliki arti bahwa rata-

rata kemampuan keuangan di daerah yang dijadikan sampel pada penelitian ini masih tergolong 

rendah, sehingga daerah masih sangat membutuhkan bantuan pembiayaan dari pemerintah 

pusat. 

 

Pemilihan Model Regresi 

 Menurut Sriyana (2014) dengan digunakannya analisis regresi data panel dapat menjadi 

suatu solusi dalam memecahkan beberapa masalah yang dihadapi ketika digunakannya data 

runtut waktu dan juga data cross section, selain itu regresi data panel dapat menghasilkan 

analisis statistik yang lebih baik dengan dihasilkannya degree of freedom yang lebih besar. 

Untuk menentukan berbagai model manakah yang sesuai bagi penelitian ini, selanjutnya akan 

dilakukan pengujian model yaitu Uji Chow (Likelihood Ratio) untuk memutuskan model mana 

yang lebih baik antara Common Effect dibandingkan Fixed Effect dan Hausman Test untuk 
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menentukan apakah model Fixed Effect yang lebih dominan digunakan dibandingkan Random 

Effect, dan terakhir adalah dilakukan uji Lagrange Multiplier untuk menentukan apakah model 

Random Effect yang digunakan dibandingkan Common Effect yang lebih baik. 

 

Uji Chow 

Tabel 4. Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests  

Equation: FIXED   

Test cross-section fixed effects  

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

Cross-section F 3.558919 (14,28) 0.0021 

Cross-section Chi-square 46.001539 14 0.0000 

Sumber: Olah data Eviews, 2022 

 Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai Prob. (p-value) Cross section F sebesar 0.0000 dan 

dikarenakan Probability (p-value) Cross-section F < 0.05, maka H0 ditolak, sehingga model yang 

digunakan adalah fixed effect. Dikarenakan keputusan yang diperoleh adalah menggunakan fixed 

effect, sehingga dilanjutkan dengan uji Hausman. 

 

Uji Hausman 

Tabel 5. Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test 

Equation: RANDOM   

Test cross-section random effects  

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 5.620169 2 0.0602 

Sumber: Hasil olah data Eviews, 2022 

Tabel 5 di atas menunjukkan hasil dari uji hausman dengan nilai probability (p-value) 

Cross-section random sebesar 0.0602. Sehingga dari hasil tersebut dan jika dibandingkan dengan 

kriteria yang ada maka model random effect lebih baik daripada model fixed effect. Sehingga 

disimpulkan pada penelitian ini model yang digunakan adalah model random effect. 

 

Uji Lagrange Multiplier 

Dikarenakan hasil uji hausman memilih random effect model maka perlu dilakukakan 

pengujian selanjutnya yaitu Lagrange Multiplier Test dengan menggunakan pendekatan Breusch 

Pagan untuk menentukan mana yang lebih baik antara random effect model ataukah common 

effect model. 

Tabel 6. Hasil Uji LM 

Null (no rand. effect) Cross-section Period Both 

Alternative One-sided One-sided  

Breusch-Pagan  5.345219  0.000208  5.345426 

 (0.0208) (0.9885) (0.0208) 

Sumber: Hasil olah data Eviews, 2022 

Hasil pengujian yang ditampilkan oleh tabel 6 menunjukan bahwa nilai probability (both) 

dari Breusch Pagan adalah 0.0208 atau lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 (0,0208 < 0,05), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dipilih dalam penelitian ini adalah random effect 

model (REM). 
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Uji Normalitas 
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Gambar 1. Grafik Hasil Uji Normalitas 

Sumber: Olah data Eviews, 2022 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 1.692734     Prob. F(2,42) 0.1963 

Obs*R-squared 3.356715     Prob. Chi-Square(2) 0.1867 

Scaled explained SS 3.472097     Prob. Chi-Square(2) 0.1762 

Sumber: Hasil olah data Eviews, 2022 

 Probabilitas dari Obs*R-squared adalah sebesar 0,1867, nilai ini lebih besar daripada 0,05 

atau 0,1867 > 0,05 yang mengindikasikan model tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. 

 

Uji Autokorelasi 

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi 

R-squared 0.137852     Mean dependent var 2.129259 

Adjusted R-squared 0.096797     S.D. dependent var 0.856997 

S.E. of regression 0.814464     Sum squared resid 27.86079 

F-statistic 3.357758     Durbin-Watson stat 1.763906 

Prob(F-statistic) 0.044384    

Sumber: Hasil olah data Eviews, 2022 

 Hasil durbin watson pada tabel 4.8 menunjukan nilai 1.763906. Kemudian dibandingkan 

dengan nilai dL dan dU pada tabel Durbin-Watson. Untuk α = 0.05, k = 2 dan n = 45, diperoleh 

dL=1.4298 dan dU = 1.6148. Karena nilai Durbin-Watson di antara nilai dU dan 4-dU (1.615 < 

1.763906 < 2.3852), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model 

regresi. 

 

Uji Multikolinearitas 

 Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah dalam rumus regresi yang 

diformulasikan terjadi adanya ketidaksamaan varian. Secara sedehananya setiap variabel bebas 

menjadi variabel terikat dan diregresi terhadap variabel bebas lainnya. 
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Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variable Coefficient Variance Uncentered VIF Centered VIF 

BM  0.000271  52.05025  1.000577 

E_GOV  0.077464  19.58687  1.000577 

C  1.652635  72.11528  NA 

Sumber: Hasil olah data Eviews, 2022 

 Sebagai dasar pengambilan keputusan pengujian multikolinearitas bahwa nilai VIF harus 

< nilai 10,00. Jika melihat hasil pada tabel tersebut terlihat bahwa seluruh variabel memiliki 

nilai VIF di bawah 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model tidak terdapat masalah 

multikolinieritas. 

 

Analisis Regresi Data Panel 

Tabel 10. Hasil Regresi Data panel 

Dependent Variable: KKD?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Included observations: 3   

Cross-sections included: 15   

Total pool (balanced) observations: 45  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.293218 1.042826 1.240109 0.2218 

BM? 0.013555 0.014553 0.931394 0.3570 

EGOV? 0.572244 0.241987 2.364773 0.0227 

Statistics Weighted 

R-squared 0.137852     Mean dependent var 2.129259 

Adjusted R-squared 0.096797     S.D. dependent var 0.856997 

S.E. of regression 0.814464     Sum squared resid 27.86079 

F-statistic 3.357758     Durbin-Watson stat 1.763906 

Prob(F-statistic) 0.044384    

Sumber: Olah data Eviews, 2022 

 Berdasarkan tabel 10 di atas, dapat diketahui nilai konstanta dan koefisien masing-

masing variabel, sehingga dapat dibentuk dalam persamaan regresi data panel sebagai berikut: 

 

K_Keu = 1.293218 + 0.572244 BM + 1.293218 EGOV..................................................................................... 5 

  

 Dari model statistik di atas dapat diartikan sebagai berikut: 1) Nilai α sebesar 1.293218 

memililki arti apabila belanja modal dan e-government bernilai nol, maka kinerja keuangan 

pemerintah daerah akan bernilai 1.293218 satuan; 2) Koefisien regresi variabel belanja modal 

adalah positif dengan nilai sebesar 0.0572244 yang berarti jika terjadi perubahan peningkatan 

belanja modal sebesar 1 satuan (dengan asumsi variabel lain konstan), maka kinerja keuangan 

pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0.572244 satuan; 3) Koefisien regresi 

variabel e-government adalah positif dengan nilai sebesar 1.293218 yang berarti jika terjadi 

perubahan peningkatan e-government sebesar 1 satuan (dengan asumsi variabel lain konstan), 

maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1.293218 

satuan. 
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Uji F-statistik (pengaruh simultan) 

 Uji F-statistik simultan dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara 

simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Ketentuan pengambilan keputusan, apabila nilai prob. (F statistic) < 0,05 (taraf signifikansi 5%), 

maka H0 ditolak yang berarti variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen secara bersama-sama. Namun, jika prob. (F statistic) > 0,05 (taraf 

signifikansi 5%), maka H0 diterima yang berarti variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen secara bersama-sama. 

 Berdasarkan tabel 10 di atas, diperoleh bahwa nilai Prob (F-statistic) sebesar 0.044384 

atau lebih kecil dari 0,05 (0,044384 < 0,05). Hasil ini dapat dimaknai bahwa secara bersama-

sama (simultan) variabel belanja modal dan implementasi e-government dapat berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

 

Uji t-statistik (pengaruh parsial) 

 Uji t atau pengaruh parsial dilakukan untuk menentukan nilai koefisien regresi secara 

sendiri-sendiri terhadap variabel dependen apakah signifikan atau tidak. Berdasarkan data 

yang ditunjukkan oleh tabel 10, untuk menjawab hipotesis yang diajukan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Nilai p-value (sig.) variabel belanja modal sebesar 0.3570. Dikarenakan nilai prob. (p-

value) > 0.05 (taraf signifikansi 5%) atau 0.3570 > 0.05, maka H0 yang diterima atau dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa belanja modal tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. 

b. Nilai p-value (sig.) variabel e-government sebesar 0.0227. Dikarenakan nilai prob. (p-

value) < 0.05 (taraf signifikansi 5%) atau 0.0227 < 0.05, maka H2 dapat diterima dan 

diperoleh kesimpulan bahwa e-government berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. 

 

Koefisien Determinasi 

 Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel 

independen untuk menjelaskan variabel dependen secara bersamaan. Nilai R2 berkisar antara 

nol dan satu. Semakin mendekati satu. maka semakin dekat hubungan antara variabel 

independen dan dependen. Pada tabel 10 terlihat bahwa nilai dari R-squared adalah 0,137852, 

dibulatkan menjadi 0,1379 atau 13,79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal dan 

implementasi e-government mampu menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 

13,79%, sedangkan sisanya 86,21% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. 

 

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan 

 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa belanja modal memiliki arah yang positif 

namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang 

diukur dengan rasio kemandirian. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Andriana (2020); Malau et al (2019); serta Thalib & Ekaningtias (2019) yang menyatakan 

bahwa belanja modal memiliki nilai koefisien yang positif namun tidak signifikan terhadap 

kemandirian daerah. Bahkan Nugraheni & Adi (2020) dengan menggunakan meta-analysis 

menyatakan bahwa belanja modal menunjukan tidak adanya hubungan yang signifikan 

terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

belanja modal bukan merupakan faktor yang dapat menentukan keberhasilan dari kinerja 

keuangan pemerintah daerah. 
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 Tidak berpengaruhnya belanja modal terhadap kinerja keuangan atau khusunya terhadap 

kemandirian daerah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: pertama, program atau 

kegiatan publik yang didalamnya terdapat belanja modal namun dalam pelaksanaan kurang 

berjalan dengan baik. Nugraheni & Adi (2020) menjelaskan bahwa realisasi yang kurang baik 

mengakibatkan program yang telah dirancang tidak berjalan dengan optimal. Kedua, adalah 

anggaran maupun realisasi belanja modal yang cenderung relatif kecil dibandingkan dengan 

belanja pegawai maupun belanja barang jasa baik itu diwilayah Provinsi Sumatera Selatan 

maupun di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Padahal belanja modal merupakan 

instrumen penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, kinerja ekonomi yang baik, 

produktivitas lebih tinggi maupun dapat menarik investor asing (Azolibe, 2021). Dikutip dari 

buku “Dua Dekade Desentralisasi Fiskal” (Puspita et al., 2021) bahwa selama periode 2001 

hingga 2021 rata-rata porsi belanja modal untuk tingkat provinsi adalah 19.65 persen, 23.49 

untuk tingkat kabupaten dan 22.69 untuk tingkat kotamadya. Indikasi lain adalah bahwa 

terjadinya fenomena flypaper effect dalam belanja modal. Lhutfi et al (2019) menyampaikan 

secara faktual bahwa yang terjadi di pemerintah daerah ditemukan bahwa banyak alokasi 

belanja modal yang ternyata berasal dari Dana Alolasi Khusus (DAK) atau dana lain yang berasal 

dari Pemerintah Pusat. Bahkan Mutiah & Mappanyuki (2015) menyebutkan bahwa Dana 

Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang besar dalam keputusan belanja modal. 

 

Pengaruh E-Government Terhadap Kinerja Keuangan 

 Hasil pada penelitian membuktikan bahwa e-government yang diukur menggunakan 

Indeks SPBE memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian serupa, seperti yang dilakukan oleh 

Purwokoadi (2014) dalam melihat dampak diaplikasikannya e-government khususnya dalam 

pembayaran PKB yang menghasilkan arah positif dan signifikan terhadap kinerja cash 

administration di UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Penelitian oleh Sutopo (2017) 

juga menghasilkan arah yang positif antara e-govenrment dengan kinerja administrasi 

pemerintahan. Hasil serupa juga diperoleh Kurniasih (2013) dengan menggunakan eksplanatori 

survey menghasilkan bahwa kebijakan e-government memberikan dampak sebesar 54,85 

persen terhadap kinerja di Kota Cimahi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah 

yang memiliki nilai skor e-government tinggi cenderung memiliki kinerja yang tinggi pula.  

Kareem & Haseeni (2015) menyampaikan hal serupa bahwa terdapat hubungan yang kuat dan 

korelasi yang signifikan antara e-government dengan kinerja organisasi.Sehingga dirasa sangat 

diperlukan untuk menghadirkan layanan pemerintahan secara elektronik demi meningkatkan 

kualitas pelayanan untuk kinerja yang lebih baik (Talab et al., 2018). 

 Provinsi Sumatera Selatan sendiri telah mendapatkan hasil dari penggunaan 

elektronifikasi pada layanan perpajakan, khususnya layanan pajak kendaraan bermotor dengan 

menghadirkan aplikasi e-dempo yang berlaku juga di semua kab/kota di Sumatera Selatan. 

Seperti dirangkum dari sumsel.inews.id (2020), Kepala Bapenda Prov. Sumatera Selatan Neng 

Muhaiba menyatakan bahwa penerimaan PAD Provinsi Sumatera Selatan telah melebihi target 

yang diharapkan yaitu Rp3,13 triliun atau sebesar 102,3 persen dan bahwa peningkatan 

tersebut dibantu juga oleh aplikasi e-dempo yang mampu mencatatkan transaksi hingga Rp1,1 

miliar. Selaras dengan yang disampaikan oleh Kochanova et al (2019) bahwa penerapan e-

government secara substansial dapat memingkatkan kapasitas pemerintah, mengurangi biaya 

kepatuhan pajak dan dalam beberapa kondisi dapat meningkatkan pengumpulan pendapatan 

pajak. Adanya kemudahan dalam pembayaran pajak tersebut dapat membuat kesadaran 

masyarakat meningkat yang dapat tercermin dalam peningkatan pembayaran pajak. Hal 
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tersebut disampaikan juga oleh Demir & Eğmir (2019) bahwa dengan adanya sistem perpajakan 

elektronik memiliki efek positif pada kepatuhan pajak oleh masyarakat dan juga timbulnya 

efisiensi dalam proses perpajakan. Sarah Nita Hasibuan selaku analis kebijakan pada Komite 

Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyatakan bahwa faktor kunci dalam 

membantu pemerintah keluar flypaper effect dan mendorong kemandirian adalah penerapan 

ekonomi digital, otomatisasi pelayanan dan selalu responsif terhadap setiap kebijakan 

(ekonomi.bisnis.com, 2021). Hal ini menjadi bukti bahwa dengan semakin baiknya 

implementasi e-government terutama dalam membantu pemerintah daerah dalam memungut 

pajak maupun retribusi daerah maka akan memberikan dampak dalam peningkatan kinerja 

keuangan. 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa belanja modal pada penelitian ini tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dari rasio kemandirian 

di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung. Beberapa 

faktor penyebabnya antara lain adalah pelaksanaan kegiatan yang kurang optimal, rendahnya 

alokasi maupun realisasi dari belanja modal itu sendiri dan terjadinya fenomena flypaper effect 

pada belanja modal. Implementasi e-government berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah dan dapat diartikan bahwa peningkatan skor SPBE akan membuat 

kinerja keuangan daerah semakin baik. Hadirnya adanya layanan pemerintahan berbasis 

elektronik terutama dalam konteks penerimaan pajak maupun retribusi daerah atau 

pendapatan asli daerah lainnya mampu memberikan peningkatan penerimaan daerah. Hal ini 

tentu menjadi modal dasar, dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan 

penerimaan asli daerahnya, yang tentu juga akan membuat tingkat kemandirian daerah naik. 
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